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Depditisi Otonomi Daerah

Perkembangan terbaru  dari pelaksanaan otonomi
daerah boleh jadi sangat menggemaskan masyarakat Riau.
Sesual Ketetapan MPR No. IV/2000 tentang otonomi
daerah,berkaltandenganpemerintahakanmelakukanrevisi
terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
DaerahdanUUNo.25Tahun1999,tentangperimbangan
KeuanganPusatDaerah.Inibefarti,PeraturanPemerintah
Q'P) No. 25/2000 sebagai tindak lanjutnya juga akan
mengalami  perubahan.  Padahal,  implementasi  kedua
undang-undangtersebut,akandimulaipadaljanuari2001.

Padadasarnya,dipandangdariperspektifdaerch,revisi
keduaundang-undangtersebutsertaperaturanpemerintah
yang mehindak lanjutinya sangat diperlukan. Salah satunya,
terkait dengan adanya ketidak-singkronan antara UU No.
22 Tahun 1999 dengan PP No. 25/2000. Sangat disadari
banyakpihakbahwaapayangdigariskandalamPPNo.25/
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2000 saling bertolak bclakang dengan undang-undang
yangmcmayungivya.Kcwenanganyangtelahdiserahkankc
kabupaten dalam UU No. 22 Tchun 1999 ditarik kembal
ke pemerintah pusat oleh PP No. 25/2000.

Banyak bias makna yang muncul dari PP No. 25/
2000yangjustruakanmelemahkankembalikewcnangan
yang dimilki habupaten dan provinsi sesual UU No. 22
Tahun  1999.  Berbagai  standar yang harus  ditetapkan
pemerintah pusat dalam PP No.  25/2000, makin
mengekang  kcbcbasan  pcmerintah  daerah  untuk
berimprovisasi  menegakkan  kcwenangannya  scsuai
kebutuhan dan karakteristik dacrahnya masing-masing.
Selain  itu-dan  yang  amat  krusial-ditariknya  kembali
kewenangan pusat sepcrd pada scktor pertambangan,
kehutanan, pcrkebunan, dan perikanan pada PP No. 25/
20cO.

Pcmerintah  dan  masyarakat  di  dacrah  sangat
mcnyayangkan tcrjadinya kerancuan dalan kedua aturan
tersebut. ]u§tru yang diperlukan untuk melaksanakan
otonomi daerah adalah  kesesualan dari keduanya  serta
menempatkan peraturan  pemerintah  sebagai  proscs
bedanjutdariundang-undangdiatasnyadalambentukyang
mengarah sesual kejelasan atunn main yang lebih konkrit
dan  pasti.  Tidak  malah  sating  bertentangan  dan
mengcliminirsandenganyanglainnya.

BerkenaandenganUUNo.25Thun1999yangaturan
pelaksanaannya  belum  juga  kunjung selesai  dircvisi,
kemudian dilakukan dengan  sendirinya, akan merubah
kembaliberbagaikonsepaturanpelaksanaannya.Padasatu
sisi,dapatsajadibenarkanmasyarakatdidaerahmenedngat.
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Ini, bcrbagai formula yang terkandung dalam UU No. 25
Tahun 1999 hanya mcrupakan inspirasi maupun persepsi
sepihak pemerintah pusat. Prosentase bad hasil ke daerah,
ditentukan sedemikian rupa tanpa alasan dan argumentasi
yang dapat diterima oleh masyarakat di daerah.

TermasukjumlahpendapatanyangakandibarikanitLi,
ditentukanpemerintahpusatdenganberhagaimetodeyang
justru  mengurangi  kemungkinan  daerah  pcnghasil
mempcroleh  baalan yang lebih  besar yang semestinya
memang    harus    mereka    dapatkan.    Mekanisme
pembagiannya juga  sangat tidak menguntungkan  bagi
daerah dan ccnderung menimbulkan biaya ckonomi yang
tinged. Pemerintah daerah tetap saja menunggu kebijakan
pemerintah pusat tentang berapa sebenamya bagian yang
akan menjadi milik mereka. Meski rumusnya sudah ada
namun besar-besaran yang ada dalam setiap unsur pada
formula tersebut ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah
pusat.Transparansidalanbesarnyabesar-besarantersebut
sangatminimdankemungkinanuntukbermaindidalamnya
terbuka lebar.

Lalu,apayangharusnyadicermatimasyarakatdidaerah,
khusunya Riau dalam proses revisi kedua undang-undang
tersebut?Plgr7zz„z7,menilikdaripernyataanyangdikemukahan
Irmaya  Suradinata  selaku  Dirjen  Kesatuan  Bangsa,
PedindunganMasyarakatdanOtonomiDaerahDepdagri
ffoap4J, j / -8-2000J bahwa revisi kedua undang-undang
tersebut,dilakukanselainuntukmelalulcanpenyempumaan-
juga ditujukan untuk perbaikan beberapa hal yang dinihi
bertentangan dengan undang-undang lainnya, seperti UU
KehutanandanUUPertambangan.
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Darisinitedihatadaupayauntukmelemahkankcmbali
keduaundang-undangtersebutdarikedudukarmyasemula.
PadaawalnyajustruuuKehutanandanuupertambangan
yang harus menycsualkan dengan UU No. 22 Tahun 1999
dan UU No. 25 Tahun 1999. Sckarang, justru yang terjadi
malah sebahiknya. Ini berarti, marwah otonomi daerah akan
semakin luntur dan akan ada legivmasi terhadap sentralisasi
kehutanan  dan pertambangan.  Bagi  daerah  terjadinya
kcmungkinan tcrsebut akan sangat mcrugrkan dan justru
menempatkan kembali daerah pada poros yang sulit.

Sumberdaya  Kehutanan  dan  Pertambangan  pada
dasarnya merupakan inti pokok perjuangan daerah dalam
otonomi daerah. Dinilai rancunya PP No. 25/2000 lebih
diarahkankarenakeduasektoriritidakdidelegasikankewe-
nangannya ke daerah. Padahal, mcnurut undang-undang
diatasnya,semestinyaitutidaktermasukkcwenanganpusat.
Untuk itulah, daerah semestinya tetap mempertahankan
hahwaundang-undapgyangmengaturtentangkewenangan
pusat-daerah dan tentang perimbangan keuangan pusat-
daerchharusmerupakanundang-undangpokokyangakan
menjadiacuanpenetapanundang-undangbidanglalnnya.

Harusdicegahsedemikianrupamenempatkanundang-
undang iri menyesuaikan dengan undang-undang lainnya
justrubermuatanyangkontradiktifdenganmaknaotono-
misasi.Carayangdapatditempuhadalahmendesakpeme-
rintah pusat untuk meribatkan unsur-unsur daerah dalam
anggDtatimrevisikeduaundang-undangtersebut.Baikme-
laluiDPODmaupunmelaluiAsosiasiPemeintahKabupa-
tenDanDPRD.BaaldaerahyangkayadengansDA,scperti
RIau,Irian]aya,Kalimantan,danAcehperlusegeramem-
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bentuk Badan Koordinasi Bcrsama Q}KB) untuk secara
teapadu mampu mengantisipasi berkcmbangnya upaya-
upayapemerintahpusatmempeapanjanagcengkramannya
di daerah. Bila perlu, badan tersebut dapat diperluas pada
provinsilainyangsepihak.

KGJ#¢, proses revisi kedua undang-undang dimaksud
jelasakanmembutuhkanwaktudanperdebatanyangsendt.
Masyarakat di daerah harus mengantisipasi ini, sehingga
tidak  terperangkap  oleh  trik-trik  politik  kotor  yang
dimainkanpemerintahpusatuntukmelanggengkansistem
sentralistikyangselamainisangatmenguntungkanmereka.
Kemungkinan penundaan implementasi otonomi dacrah
dapatsajaterjadi-denganalasanrevisikeduaundang-undang
tersebut dan aturan pelaksanaannya belum selesai.

Untukmenentramkandaerah,dilakukanlahpembaedan
kewenangan dan hasil-hasil SDA sesual keputusan pusat.
Meskipun sangat tidak memuaskan daerah, namun itulah
keputusanmaksimalyangdapatdiambildalamkondiside-
mikian.Apabfladaenhmenuntutsecarakeras,makapenang-
gulangannya akan dikembarikan pada jargon "mencegah
disintegrasi bangsa''. Pola-pola yang selana ini diterapkan
Orde Baru (Orba) , akan muncul kembali kepermukaan.

Untuk itu, melalui DPR wakil-wakil dari daerah, harus
mencermati masalah ihi sejak dini. Implcmentasi otonomi
daerah  harus  tetap  dijalankan  sesuai  aturan yang ada
sekarang  dan  perbaikannya dilakukan  secara  gradual.
Substansi perbaikan harus  dipertahankan sesual makna
sesungguhnya dari otonomisasi.

Kc#giv, secara terus-menerus, daerah harus melahirkan
berbagalperda-perdayangsesuaidengansubtansiotonomi
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dacrah, tanpa harus khawatir aturan tersebut mampu
ditcgakkan   atau   tidak.   Sistcm   hukum   mcmang
membutuhkan waktu untuk dapat diimplcmcntasikan
dcngan baik, khususnya di negara-ncgara   yang syarat
denganKEN.Nanur)kedadaansistenimalahakansemakin
mcnyulickan untuk memacu perkembangan masyarakat
padatatananyanglehihbalkdanadil.***
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Dampak Otonomi Daerah
Setengah Hati

Pclaksanaan otonomi daerah makin mcndesak untuk
direalisir. Masyarakat dan pemerintah dacrah  Q'emda)
sudah tidak sabar lard menunggu. Ini merupakan phihan
yang cukup sulit baed Indonesia. Sudah demikian lama, In-
donesia dikclola dcngan sistem yang sentralistik, schingga
implemcntasi otonomi daerah  saat ini   mcnjadi  sebuah
keharusan yang tidak bisa  ditawar-tawar.  Bagi  daerah,
keddakadilanyangmerajalelaselanaini,mcrupakanalasan
yangloedsuntukotonomisasi.,-,

Sejak Indonesia merdeka,  55 tahun lalu, sudah cukup
bukti  untuk  mcnyatakan  bahwa  pemerintahan  yang
sentralstik tidak dapat membawa bangsa Indonesia pada
tujuan  hakiki  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam
Pembukaan UUD 1945. Ketidakpuasan daerah terhadap
pusat makin menggelembung,  sehingga menimbulkan
wacana untuk merdeka.sendiri dan terlepas dari bangunan
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Indonesia scbagri scbuah nqgara kesatuan.
Dalam sistcm yang tcrdesentralisasi, Pcmda diberi

wcwenangyanglebihhas.RepresentasiPemdadiharaphan
lebih  dominan.  Kckuasaan  daerah  melaksanakan
pembangunan, pada tingkat kabupaten diharapkan dapat
semakin  mendekatkan  fungsi  pelayanan  pubhik pada
masyarakat. Melalui otonomi di tingkat kabupaten P&# a/
"#fro/ pelayanan masyarakat dapat diperscmpit dan akses
rakyat untuk mengawasi jalannya pembangunan semakin`
besar.

Untukmenindaklanjutipelaksanaanotonomidaerahsaat
ini, pemerintah  sedang merancang berbagai peraturan
Pemcrintah @P) dari UU No. 22 Tchun 1999 dan UU No.
25Tahun1999.MelaluiPPini,diharapkansegalaapayang
diamanackandalanundang-undapgitu,masihsangatumum
danpadadasarnyabamberisikan"siapabertanggungjawab
kepada  siapa". Aspck tckhnisnya,  masih  memcrlukan
pcnjabaran lebih  lanjut,  seperti  standar pengukuran,
mekanismepenghitungan,pertanggungjawabandanmoni-
toring,sertakepastianhukrmnyabclumtuntas.

Dalani kcrangka itu, tanpaknya masih terdapat tarik
mcnarik antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat scakan
belummemclikikeikhlasanuntuksccarasungguh-sungguh
mengivplementasikannya,sedangpemerintahdacrahin*n
melaju  menindaklanjutinya.  Banyak  wacana  yang
dikcmbanghan pusat untuk melemahkan tuntutan daerah
mendmplementasihan otonomisasi. Salah satunya dengrn
mengembanghan pcmikiran tentang dampak yang akan
timbul, jika otonomi daerah dilaksanakan.

Termasukidcnegarakesatoanscbagaibangunansistcm
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pemerintahan yang harus tetap dilestarikan, meskipuan
dalam pembukaan UUD 1945, secara substansif itu tidak
ada.    Amandemen    UUD    1945    memang    telah
dikumandangkan,tetapiwawasannyatidakmengarahpada
perubahan yang mendasar pada aspek otonomisasi yang
sesqugguhnya.

Dampak yang muhgkin timbul dari otonomi daerah
sebagaimanadikembangkanolchpcmcrintahpusatantara
lain adalah terjadinya kctimpangan antar daerah. Artinya,
perbedaandaerahkayadanmiskindidramatisirsedemikian
rupa, sehingga scbagri "malaikat penyelamat''. Didasadari
atautidak,pemerintahpusatmulalmemprovokasinyauntuk
mclemahkan tuntutan daerah.

Wacana lain yang dikcmbangkan adalah mercbaknya
KKN (munculnya raja-raja kedD di daerah bha otonomisasi
diberlakukan.Pcmikinanini,tentunyabernuansakecurigaan
pusat  pada  dacrah.  Sebab,  sclama  sistcm  scntralistik
mcmang pcmerintah pusat telah dengan baik dan tcrbuka
"mcndididk" pemcrintah daerah untuk KKN. Bukankah

untukmendapatkanproyckdidacrah,harusdipcrjuangkan
dengan lobi-lobi intensif yang dekat dengan uang dan
sqgokan?

Upaya menakuti-nakuti daerah juga dilckukan dcngan
menyatakan bahwa dalam sistem otonond subdisidi akan
dikurangi. Selama ini, Pemda mcmang sangat tergantung
pada subsidi pusat. Kcadaan ini, terjadi sebenamya karcna
kewenanganpusatyangdemikianbcsar"menjarah"hasil-
hasil di daerah. Melalui otonomisasi dengan sendirinya,
subsidikedaenhakanmengecil,karenakewenangandaerah
untuk memperoleh pendapatan dari SDA yang ada di
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daerinya semakin besar.
Isu anat menyakitkan yang dilontarkan pusat adalah,

aspek  kesiapan  SDM  daerah  dalam  melaksanakan
otonomisasi. Seakan-akan orang di daerah bodoh-bodoh
semua, sehingga otonomisasi justru tidak akan terlaksana
dengan  baik.  Padahal,  otonomisasi  justru  memang
dilakukanuntukmeningkackankualitasSDMdidaerahyang
selana sistem sentralistik telah diletakkan pada posisi mar-
rinal o]eh pemerintah pusat.

Kemampuan daerah untuk mengembangkan kualitas
SDM selama ini terhalang oleh ketidakadilan pusat dalam
melaksanakan  pembangunan  SDM  di  Indonesia.
Bandingkansaja,bagalmanapengembanganpendidikandi
jawa,khususnya]akarta,denganapayangterjadidiluar]awa.
StrateSpenyeragamanyangdilakukanpusat,menyebabkan
daerah malah malin  tertinggal. Dalan bidang ekonomi,
pemikiran yang dikembangkan untuk mempertahankan
kekuasaan pusat adalah terganggunya stabilitas ekonomi
makro Indonesia.

Pemcrintahpusatmencobamemutarbalikkanfalctayang
selama  ini  terjadi.  Bukankah,  dengan  sistem  yang
tcrscntralisasi ekonomi makro Indonesia, akhirnya hanya
tergantungpada200-anorangkonglomerat?Sebahaedan
besar konglomerat itu adalah  WNI  keturunan  yang
nasionalismenya, tetap  saja diragukan. Termasuk pula,
keluargapejabatnegarayanghanyamemperolehkonsensi
yangkemampuanbisnisdankomitmennyaterhadapbangsa
ini masih patut diragukan.

Seluruhperspektifotonomidacrahyangdikcmukakan
pusat  tersebut,  pada  dasarnya  hanyalah  bentuk  dari
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ketakutanoknum-oknumyangadadipusat,yangselamaini
menikmati rezeki dari sistem sentralistik. Baik mereha yang
bergerak di sektor bisnis maupun di birokrasi pemerintah.
Melalui mekanisme kooptasi birokrat oleh pemilik modal,
mereka memiliki keleluasaan yang besar untuk menjarah
SDABahkan,eksploitasisDMjugadapatdilakukanmelalui
pemberian kompensasi yang sangat tidak memadal pada
para buruh dan kontraktornya. Ketakutan tersebut, juga
muncul dari akan lemahnya  kekuasaan pusat terhadap
daerah. Padahal, berbagai kepentingan pemilik modal di
daerah  selama ini dapat berjalan, adalah  ahibat adanya
dukungartyozwr pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah
pusat yang selama ini  dapat menentukan  setiap napas
kehidupan masyarakat   di  daerah  melalui  otonomisasi
dengan  sendirinya akan terpangkas.  Ego  sektoral yang
selama  ini  merupakan  ladang  empuk  menyebabkan
perdebatan  antar  departemen  terhadap  pelaksanaan
otonomisasi menjadi marak.

Untuk menghindari perspektif kctakutan pemcrintah
pusatitu,kemudianmencobameminimahisirdampakyang
memang dapat timbul akibat otonomisasi, Pemda harus
mengantisipasinya secara baik dan  sistematis.  Ini dapat
dilakukan  dengan  cara  mengajak scluruh  komponcn
masyarakat. Kemudian juga, Pemda harus mampu meneliti
sctiap  PP  yang  ditelorkan,  khususnya  menyangkut
pegukuran, mekanisme pemungutan, sistem kewenagan,
pola pertanggunedawaban dan monitoringnya, serta dasar
yang dipakai dalam menentukan pembaedan daerah.

Semua itu harus dapat dipahami dan ditelaah dalam
perspektif keleluasaan dacrah itu sendiri sebagal pemilik
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wilayah.Biladidckatidenganpcrspektifpcmcrintahpusat,
yang pada  dasamya  belum  mcmiliki  kcikhlasan  dan
bernuansa kccunngan pada daerah, maka hasilnya justru
dapat memperangkapkan daerah jtu sendiri. Muaranya
adalah, terkendalanya pelaksanaan otonomi daerah dalain
artiyangsesungguhnya.***
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Utang Luar Negeri dan Otonomi
RIau

Utang luar negeri Indonesia telah mencapai 150 miliar
dolar  AS,  yang tcrdiri  atas  65  miliar dolar  AS  utang
pemerintah dan 85 miliar dolarAS utang swasta. Pada akhir
tahun  anggaran  1999/2000  saja,  diperkirakan  utang
pemerintah akan membengkak lad menjadi 80 riliar dolar
AS. Ini berarti, Indonesia telah menjadi negara pengutang
terbcsar dunia  /#¢44dy ¢.#Jc4/gJ co##tw.cf/  dan  menduduki

persoalan utama dalam perekonomiannya.
]unlah utang yang demikian besar, tcrnyata tidak

banyakbermanfaatbadpembangunanmasyarakat.Sebab,
utang luar negeri hanya  digunakan untuk membayar
keperluanpangandalamjangkajpsdanmembayarkembal
cicilan dan bunganya. Di sini berlaku prinsip "gall lubang
tutuplubang".

Bobie Horn dalam `T14e I.o4# Pzrj4er.. Tbe Ro/p a/ Cojer-
merdalBanhaiMitbelater.ndionalDebtcririsrnenerrndsanhchlNIa
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banyakproyckyangstudikelayckannyadibuatolehkonsul-
tanasingyangbergentayangandilndonesia,yangsebetulnya
secaraekonomistidaklayck.Dalamaritidakmampumem-
pehoesAIprodraluecapdcdyatfNIxpaymentcapadylndonesiHa.

Ternyatautangluarnegerilndonesiajugatidakmampu
menanbahsumber-sumberyangdapatdiinvestasikan/z.#„wh
44/erero#"er/.Sebab,utangitulebihbanyakberfungsisebagal

penyediasumber-sumberpembiayaansurplusinpor.Semen-
tara pos-pos yang dibiayal oleh utang luar negeri, lebih
banyak menghendahi impor,  sehingga  fungsinya lebih
banyak sebagal /orgzgiv-exc44#gG g¢ dari  pada  membiayal
Sauing-inue§ment       gap.

TraSsnyalaal,menuruthasilkajiansrituaAricf(1999),
Indonesiatelahtapaksamenggunakanlebihbanyaksumber-
sumberekonominyauntukmelaksanckanpembayarancichan
utangluarnegeribesertabunganya.Penghisapanterhadap
sumber-sumber ini, menempatkan rakyat ke pingalr dan
mengedepankan hegemoni ekonomi untuk memudahkan
pemerintah  melakukan  kendali pada pelaku  ekonomi.
Akibatnya,eksploitasitidakhanyaterjadipadasumberdaya
alan(SDA),tetapijugapadaharkat`danmartabatmanusia.

Pencurian terhadap utang luar negeri ini, juga tidak
sedikit, schingga kucuran yang sampan ke tujuan, sesung-
guhnyaamatscdikit.Kebocoranini,bersifattranspanndan
terselubung. Bad negara donor, kebocoran terjadi melalui
prasyarat pemakaian konsultan-konsultan mereka. Untuk
suatuproyekyangdibiayaiutangluarnegeri,seringdiharus-
kanmcmakaibeberapakonsultanasingyangdigajidengan
sangrt mahal. Oknum pejabat di negara pengutang seperti
Indonesia,jugamcmanfaatkannyauntukmemperkayadiri.
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Sanahalnyadcnganinvestasiasingyangmasukkeln-
donesia, manfaatnya iustru lebih banyak dinikmati olch
asing, ketimbang masyarakat Indonesia. Biaya mclayani
investasiasing,malchlebihtingctdaribiayamelayaniutang
luar negeri. Untuk kasus Indonesia, menurut Sritua Aricf
(1993), investasi asing yang masuk ke Indonesia setiap 1
dolar AS-nya, diirined dengan keuntungan investasi asing
yang direpatriasi dari Indonesia sebesar 10,19 dolar AS.
Investasi asing, justru mcningrikan impor /o„w.#„o¢.¢."g a/
z'apo*J dan tidak mampu menaikkan ekspor, karena para
investor banyak melakukan transaksi intemasional dan
praktck-praktekfrz7#7prp#.cz.#g.

Sakitnyaladrinvcstasiasingyangmasuk,justrubergerak
pada sektor-sektor yang paling menguntungkan dalam
ekonomi. Kescmpatan bard investor dalam negeri untuk
memperoleh keuntungan yang tingd menjadi sempit. 0leh
karenakenyataaniri,makaterjadilahapayangdisebut„z7z«t7-
G.#g-o#/ GjIrecf,  yang pada  akhimya  mempcrlcmah  potensi
tabungandomestikuntuktujuaninvestasi.

Di sisi lain, masuknya modal asing telah mendorong
timbulnya4lG„o#jfrzztr.ourejIr8d,dimanakelompokmasyarakat

yang berpenghasnan tinged itu cenderung mengkonsumsi
barang-barang mewah yang komponen impornya tinggr.
Kesempatan   untuk   mcmperolch   investasi   dari
meningkatnya  tabungan,  beralih  menjadi  konsumtif
¢eperluanyangberlebihan).

RIaudanHutangLuarNegeri
BaSdaerah,khususnyaprovinsiRIau,persoalanhutang

harnegeridanmasuknyamodalasingberinvestasi,memer-
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hakan pemikiran yang mendalam. Sebagal penghasil SDA
yangmemilikikontribusibesarterhadaplndonesia,sudah
sangatnaifmembiarkansemuaituterjadi.]ikamasihdalam
konteks negara kcsatuan RI yang berbentuk republik dan
kekuasaanyangsentrahistik,makaRIautetapakanjadi"sapi

perahan"  dan  ajang investor asing yang tidak memitiki
signifikansidenganpeningkatankualtasmasyarakat.

Sumber kekayaan alam yang masih dimiliki dan dapat
dimanfaatkan untuk mcningkatkan kualitas masyarakat di
nasa yang akan datang, tidak dapat laed diserahkan untuk
kepentingansebagalmanayangdigainbarkansebelumnya.
Selama iri boleh saja masyarakat berdiam diri untuk ikut
memperjuangkanhak-haknyayangtertindas.Kedepan,me-
nchgatketersediaansumbcrterscbutmend]ihibataswaktu
tertentudantidakdapatdiperbaharui,mahakonsekuensinya
adalah membulatkan tekad untuk secara bersama menda-
patkankembalihak-hakyangselanainidikangkanS.

Beban pembangunan RIau di nasa datang, jelas tidak
scdikit. 0leh  sebab itu, pemekaran wilayah menuntut
konsekuensi biaya untuk mengclola potcnsi daerah yang
cepatmcnghasilkan.Initentusajaterkaitlangsungdengan
pengembangan SDM yang mampu mcmpercepat proses
pcmbcrdayaan rakyat. Se]aln itu, pcrbaikan infinstruktur
hamsdipercepat,gunamcmecahkanmasalahketerisolasian
dantersumbatnyajalurdistribusiproduk.

Pengendalian terhadap dampak pembanguan yang
dilakukanmclaluisistemOrbaditingkatkanuntckmengu-
rand timbulnya ekses ekonomi dan sosial yang bersifat
destruktifbaSkcsejahteraanrakyat.Pengalamanbencana
asap,kcrusakaninfrastrukturtransportasidanpencemaran
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olehlimbahindustrimenjadipelajaranyanganatberharga
bach proses pembangunan mendatang. Belum lad tragedi
TorGandayangmenyisakankesengsaraanmasyarakat.

Di wilayah Kepulauan RIau, beban pembangunan
terkaitdenganpcngembalianBatamkepemerintahdaerah,
pengendalanpenambanganpasir,penangananmasalahgas
diNatuna,danpengentasanmasyarakatpantaldarikemis-
kinan.Demikianpulahalnyadengandesa-desadiperbatasan
memerlukanpenanganandanperlakuanyangkhusus.

Persoalan penataan ulang kepemilikan  tanah harus
diselesaikan dengan jalan damai, namun tetap mengarah

pada  pemberian  kesempatan  pada  masyarakat  untuk
memilikinya.Ekonomirakyattidakmunglinmembaikbila
aset ekonomi tidak mereka miriki dan hubungan fungsional
yangkonstruktifantaramerekatidakterjalindenganbaik.
Untuk itu, pemcrintah  dacrah  harus  mengantisipasinya
secara dini dengan mengembangkan jaringan kemitraan
berskala  industri  kecil  yang berkait  kclindan  dengan
pengembanganuschabesar.

Prosesotonomidaerahyangkianpesimisuntukdilaksa-
nakan, sejalan dengan membengkaknya utang luar negeri,
harus dicermati secara baik. ]angan sampal yang didesen-
tralisasi  justru  malah  utang-utang itu  akan  semakin
membesar.  Sementara pemberian wewenang terhadap
pemanfaatan  SDA yang disertai  dengan  pemberian
kewajiban     membayar    utang     terjadi     distorsi.
Penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  untuk lebih
menfokuskan  diri  pada  peningkatan  kualitas  SDM,
sebaiknya tidak "dijerati" oleh masalah utang tersebut.

Dalam  konteks  ini,  pemerintah  di  daerah  secara

103



bersama-sanaharusmengupayakanadanyarestrukturisasi
utangitupadanegaradonor,sanbiltetapmemperjuangkan
suatu sistem pemerintahan yang paling relevan untuk itu.
Tuntutan untuk merdeka atau federalisme, hendaknya
dirinddenganpemchamanyangmcndalanakanhakekat
impHkasinya terhadap kemakmuran rakyat.  Sebaliknya,
pemcrintah pusat dalan masalah otonomisasi, tidak dapat
lagi  berdndak "phintat-plintut"  /¢.#-4o#j7.j/p#f/ dan  hanya
mengumbarjanjibohongbelaka.***
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"Rumah ]adi - Pahat berbunyi"

(Renu7igan terbadap Dinamika Politih di Rian)

Mengamatipejalanandandinamikapditikyangterjadi
di  Riau;  sangat  menggelikan,  sekaligus  merisaukan.
Kalaupun  tak  dapat  dikatakan  sangat  memalukan.
Reformasi  dan  momentum  otonomi daerah,  ternyata
menghasilkanperilaku-perilakupditikyangdiluardugaan.
"Terjangan"  pada pemberdayaan rakyat, rupanya tidak

hanya  datang  dari  ketidakikhlasan  pemerintah  pusat
melaksanahanotonomidaerah.Pemain-pemainpolitiklokal
jugaikutmemberikanandilyangbesarbaSmelencengnya
pencapaian sasaran reformasi dan makna desentralisasi.

Pada tingkat provinsi, tergambar dari adanya dugaan
„¢x€-ap dan maripulasi anggaran pembangunan dalam
APBD.PersoalaniniterkuakjustrusetelahRAPBDdisaring
danditelitiDPRD.Sepertinya,pekerjaanparawakilrakyat
pantas discbut dengan isulah T\rer7.MerzzA, Pc77.#£ Ppfzz4 '. Ada
kesan terdapat "pengkaplingan" anggaran oleh wakil-wakil
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rakyatuntukkependnganpribadimereka.Bahkanmencuat
pula persoalan  `Koperasi Dewan' yang inctn menguasal
sejumlchkebunsawitdengantanpamalu-malumengatasna-
makankepentinganrakyat.

Fenomenaditingkatkabupatenlebihmemprfuatinkan
laed, terutama pada kabupaten-kabupaten pemekaran yang
disibukkan oleh pemilihan bupati defenitif. Rakyat sangat
terkesima  ketika  di  Dumai  sempat  terjadi  berbagai
keributan  setelah  berlangsungnya  pemilihan walikota.
Kejadian yang paling menghebohkan adalah persoalan
pemilihan Bupati Kepulauan RIau. Peristiwa culik-menculik,
bahkan sampan pada isu peledakan born, menjadi tragedi
yang memilukan hati masyarakat yang sebenamya sangat
inSn berubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan
damai, dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah.

Lain  lagi  kejadiannya  di  kabupaten  Karimun.  Isu
pemalsuanijazaholehwakilbupatiterpilih,menguaksetelah
DPRD  selesal melaksanakan pemilihannya.  Persyaratan
untuk  dipilih,  baru  diteliti  setelah  proses  pemilihan
dilakukan.  Tuntutan  untuk  mengulang  pemilihan
dimunculkan sctelah sebelumnya proses demokrasi dise-
lenggarakan secara kidmat.  Energi yang sudah terkuras
sebelumnya, harus dikumpulkan kembali dan diarahkan
untuk memcntahkan ulang semua proses demokrasi yang
telah dilakukan sebchmnya.

Di kabupaten Pelelawan malah ada calon yang tidak
teapilihmenjadi"merajuk'',karenatclahtermakanolehjanji-

janjipohikyangmemangtidakmanis.Dalamdunianyata,
politik memang sulit diidentiflkasi, mana lawan dan mana
kawan.RakyatteaperanjatkarenaanSnpohikyangbeaputar
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kesanakemaritelahmeluluh-lantakkan"supremasikeilmuan
dan ketokohan sescorang.

Berbeda  halnya  dengan yang terjadi  di  kabupaten
Natuna, Rokan Hulu, dan yang baru saja usal di Kuantan
SinSnd. Isu pohik uang  /#o#Gj; Po/z.#."/ merebak setelah
pemihhan dilangsungkan oleh anggota dewan  @PRD)
setempat.DikabupatenNatuna,adacalonyangsepertinya
mengakultelahmelakukanpolitikuangtersebut.Sayangnya
yang bersangkutan tidck terpilih dan inaln membongkar
adanyapraktikuangitudikalanganDPRD.DiRohanHulu
malahsaatini,setelahbupatinyadilantik,beredarfotocopy
tandaterimauangolehbeberapaanggotaDPRD.Bahkan
ada  anggota  DPRD  yang mengakuinya,  hanya  saja
mengatakanitusebagaipinjanan.

LebihmenggditiklaayangterjadidiKuantanSingivg.
DikabupateniniadaanggotaDPRDyangmalahbersedia
menandatangani surat pernyataan telah menerima uang.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah lad seolah-olah
adanyapemalsuan.Kejujurandankemunafikan"begelinco"
(campur-baur)  di sini.  Masyarakat sepertinya dipancing
untuksalingberseterusatusanalain,tanpamenghiraukan
lad dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Perilaku
pohik "kekanak-kanakan", seperti dipertontonkan pada
masyarakat  Kuantan  Singingi,  yang kabarnya  banyak
memiliki  SDM  berkualitas.  "]or-joran"  politik ingin
dikembangkan  lagi,  meskipun  pcsta  demokrasi  telah
dijalankan bersama.  Kondisi ini  sama dengan bak kata

pe:]patah`R¢tmab]edi-PabatBerbunyi.'
Ternyata dari berbagai kasus di atas, tidak gampang

memang untuk menciptakan suasana politik yang apik di
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RIau. Budaya politik yang seharusnya mengandung etika
pditik,didunianyatascpcrtinya"kusutmasai".Masyarakat
menjadisemalinmudahterbualolehsiapayangberbicara,
buhan oleh apa yang dibicarkannya. Orang gampang saja
berjihad  untuk  seorang tokoh  politik,  bukan  untuk
kebenaranhakikiyangmanpudipresentasikanolehtokoh
tersebut.

Mcncermati  semua  itu,  mungkin  ada  baiknya
direriunal:anapayangdikatahanolehmantan"rehairDana
Monctcr lnternasional ¢MF) untuk  Asia Pasifik yang
sckana[ng netri|aldi  Choirmam  DeHtscbe  Bank Asia-Pasiifec,
HubertNeiss,yangmenyatakanbah\VA;"Secarahiah,jika
perhatianscmunorangberalihkeisu-isupolitik,Andatidak
akanmemilikienerEtersisalaeduntukmendorongreformasi
elronomi".Pinyataaniniperludiesapisccanaarifolchpan
pditisilckalkha,haiktingkatprovinsimaupunhabupaten.

Secara ekonomi Indonesia sudah "karam'', dan Riau
hcndaknya jangan sampal ikut tenggelam. Bqgjtu banyak
agenda penting yang sccara konkret harus dikcrjahan
masyarakat  Rjau  untuk  menegakkan  marwahnya  di
kemudianhari.BukankahpetuahT4Afa#M6dywH¢./«¢gJj.
B#m.'masinmcnjadipqgangrnkita?Olchkarenain,encngj
yang masih  ada  scbaiknya  diimplcmentasikan  untuk
mcmperjuangkan hak-hak rakyat yang sclama ini telah
terkunsolehkezalimanmasahahasemunintidakmapckin
diperoleh dengan mcmpertontonkan perilaku-pcrilaku
politikyang"ccntang-perenang".

Perhatihanlah,bc9tobanyaknyahays-hagivdiRIauyang
masih kekurangan cncrri protein QCEP) dan 43,6 persen
masyarakatnya  bcrada  di  bawah  garis  kemiskinan.
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Berpatinglah pada 76,4 persen masyarakat yang hanya
bcrpendidikan SD ke bawah dan hidup secara sub-sistem
di pcdesaan.  Mereka terhimpit olch  desakan para kon-
domeratyangmeluluhlantakkantanahulayatnya.CPPBlok
belum di tangan dan 105.000 hektar kebun sawit eks Salin
hengkangkeMalaysia.Pasirlautdikurasuntukkepentingan
Singapura.  Hutan  terkelupas  dari  kulit  bumi,  jalan
bergelombang "dilunyek" truk kayu balak.

Mata masyarakat Riau  terbelalak dengan  jari yang
menggenting.Kesengsaraanbelummenunjukkantandausai.
Para "panutan" membingkai diri dengan jargon-jargon
reformasi.MerekataklaSpantasuntukditumtdandirujuk.
Bakanakayamkehflanganinduk,rakyatmencarijustifikasi
menurutseleranyasendiri.Takadayangmenyusun,taktiba
yang menuntun. Harapan tergantung tak bertali. Angan
melambung,  kenyataan  terhcmpas  bagaikan  ccrmin
dibanting ke cadas.

Ke  depan,  seharusnya  tekad    makin  dibulatkan,
semangat kian dinyalakan, keriasana dieratkan, dan sikap
pantangmenyerahditcguhkan.Bagaimanpun,RIaumasih
punya harapan. Momentum tetap masih ada. Dan, ikatan
ke-Melayu-an  masih  bisa  dirajut, yang bila  apik akan
berbinar`4ffgzzz.fa#jzxhazz#g###4erzap„t7w'.Nuranimasihbisa
diajak kompromi, dan sumberdaya alam (SDA) kita masih
tersisa. Hanya saja, waktu memang tidak pernah mau
menuun.***
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Format Reformasi Pembangunan
RIau

Keseharian rakyat kecil yang umumnya hidup dalan
kondisi morat marit,  selayaknya menjadi inspirasi dasar
dalanmen}rusunstrateddankebijaksanaanpembangunan.
Berkaitan  dengan rakyat,  maka pembangunan  harus
dipandang scbagal transformasi yang mengacu pada
kebutuhandasarrakyatyaitukeadilan,kesinambungan,

tlga
dan

kcbersamaanrHJzgJ,7994/.Menedngattujunnakhirpem-
bangunanselaluberkaitandcnganmanusia,makaindikator
pembangunantidakcukuphanyamenggunakanindikator
ekonomi.  Harus pula disertal oleh  indikator kemajuan
kesejahteraanmanusia.

0leh  karena  itu,  upaya  kritis  terhadap  proses
pelaksanaan pembangunan perlu terus  dilakukan untuk
menemukan  formula dalam mengefektifkannya.  Baal
provinsiRIau,rekonstrusimanajemenpembangunansangat
mendcsak  diperlukan.  Sebab,  wilayah  ini  yang  akan
merasakan  dampak  paling  buruk  dari  manajamen
pembangunanyangadaselamaini.Sumberdayalokalyang
dimiliki  provinsi  RIau,  tclah  dieksploitasi  secara  tidak
terkendaHdantidaksignifikandenganupayapemberdayaan
rakyatnya.

Untukkedepan,tantanganpembangunanjustrumakin
besar.    Sedikitnya    ada    5     (lima)     alasan    yang
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mclatarbelakangiva.P\erfzzow,regivnalismepcrckonomian
dunia yang menantang daya salng dan kualitas. KGJ#4,
perkembangan sektor transportasi, telekomunikasi dan
wisata, yang menyebabkan batas provinsi RIau menjadi
tcrbuka /ZJonJ8/#f/. Ke#giv, kuafitas SDM yang rendah (34,20

person penduduk Riau berpendidikan SD ke bawah dan
46,42 persen bekeria pada sektor pertahian tradisional).
KGfap¢/,  kesenjangan  sektor  kota-desa  atau  industri-
pertanian.  Kc/7.Aer4,  labilnya  komoditas  unggulan  Riau
menghadapi dinamika persaingan.

Sementaraitu,berbagaikendalamasihmenggelantung
yang memerlukan pembenahan intcmal.  PG77zzj8H¢,  posisi
leedtimasi birokrasi masih menghambat rasionatisasi dan
efcsiensi sistem kerja masyarakat. Kg4l#¢ infrastruktur yang
belum memadai, terutama pada 652 desa tertinggal, 215
desatcrisohi,dan232desapantai.Termasuk4,3jutahektar
kawasanganbutdan3,9jutahcktarkawasanpasangsurut.
Medannya sangrt sulit dan membutuhkan investasi dana
yangbcsar.

KGjzgtr, pola kepemilikan lahan yang tidak scinbang.
Bersinered dcngan kerusakan lingkungan yang hian parah,
sehingga  keseimbangan  ekosistem  semakin  terganggu.
K„ap¢/, kesenjangan struktural Qcsenjangan antar sektor,
antar wilayah  dan antar kelompok masyarakat) masih
dominan. Kg/z.„¢   pcnduduk di bawah garis kemiskinan,
akibat krisis moneter membengkak menjadi 37,2 persen
ataul,570.475jiwa.Bahkanmunculpula27.000jiwabalta
busunglapar.

Peluang ke depan tetap saja ada. Faktor geografis, geo-
ekonomi,  dan  sosial politik provinsi  Riau yang sangat
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menguntunghan bard pengembangan sektor perdagangan
dan  pariwisata.  Kondisi  ini  ditunjang  oleh  sektor
transportasi,telekomunikasidanwisata.PotensiSDAmasih
memadal untuk dikcmbangkan baed kemampuan daerah
sejalan dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU
No.  25  Tahun  1999.  Tidak lanjut terhadap  komoditas
pertaniankeindustrihilimyajugamerupakanprospekyang
baik;\: bila dikelola secara optimal. Pemekaran kabupaten
dinilaimampupulameningkatkanefesiensidanefektivitas
pelaksanaan  pembangunan  dan  mempercepat  proses
tumbuhnya kreativitas masyarakat.

Formatreformasimanajemenpembangunandiprovinsi
RIauselanjutnyasangatdibutuhkan,agarpeluangtersebut
dapatdimafaatkandanberbagaikendalamampudieriminir
dengan baik. Ini akan meliputi beberapa bidang pokok.
Pg#zzov¢reformasidalamsistemperencanaanpembangunan.
Sclama ini dapat dikatakan; ``fl"p 4cz"G Az7¢#jtp/z7#r  4z// #oP/¢#-
ninr'isehi;gg;2Lirltegratedmttltileuelplanriingde[nouertbeboard

P/&##z.#g bisa dianggap tidak ada.  Pergeseran makna dan
hakikatpembangunandari„zz#¢geerE#/a/g„z2ti4menjadi„¢#-
agement  of   cbang/e  tl+an  marlagemerlt  of   conflict hares
dipertimbangkan dalam reorientasi strated pemberdayaan
masyarakat.

Kc4l#4,  reformasi dalam pcmbiayaan pembangunan.
KonsentrasikckuasaandalanmengelolaSDAdaerahRIau
selama ini  menyebabkan  kemandirian  daerah  menjadi
lemah.Pembiayaanpembangunan,mulaidaribesardancar
penggunaannya,  sangat didikte  oleh  pemerintah pusat.
Temasukkdeluasaanuntukmenggalipotensibaedpeningka-
tan PAD. Ke depan, ihi harus diubah secara serius dengan
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memprioritaskan prinsip otonomi secara luas.
KG#giv,  reformasi  dalam  pengelolaan  pelaksanaan

pembangunan. Pcran birokrasi yang selana ini dominan
hanrsdiubahmelalulpengembanganpartisipasimasyarakat.
Inovasidankeeativitasmasyankattidakakantunbuhsecara
positif bila aparatur masih  memegang kendali  secara
sepihak.   K„jwp¢/,   reformasi   dalam   pengawasan
pembangunan.Orientasipengrwasanyangselamainilebih
banyak bersifat.¢#z7"¢.z7/ 4#w/preJ /o"frz7//!.#g harus diarahkan

padaj8grz7wz3gGwc#/4£„/erfl/4o#fro#p.„g.Pcngawasanhendaknya
tidakhanyamelihatsqriketaatanpadaundang-undangtetapi
juga  tcrhadap penghematan, cfcsiensi, dan cfektivitas
kegiatan atau program bari pembcrdayaan rakyat,

Untcklebihmenyentuhrakyatdalamsetiapstratcridan
kebijaksanaan pembangunan,  berpijak pada  reformasi
manajemenpembangunanpadaempatbidangpokodiatas,
danmemperhatikantantapganscrtapeluangyangmungkin
diraih,visipembangunanprovinsiRIauharusdirumuskan
dengan  mcngedepankan  kualitas  sumberdaya manusia
(SDM).  Visi  tersebut diwujudkan  dengan;     `M£#/'zzfllz.A¢#
flQap/anhotPrwiylriRia24Sebagdirflan24siayangbermttatarl17fltaq,
berakblah muba, berbudaya deng/an drkungan Pengrasaan Iptek
delan§uatuvilayabindushiyangkuatbal]ed§honPatanianydng
tangs/#b dan he§eimibangan alanjanglestari".

Sclama ini, di provinsi Riau eksploitasi  SDA telah
menyumbangdemikianbesarpadanegara.Kini,tibasaatnya
itudigunakanuntukpembcrdayaandanpeningkatankualitas
masyarakat  Riau.  0leh  sebab  itu,  visi  tersebut harus
menekankan  arti  penting  pemanfaatan  alam  bagi
kesejahteraan  umat manusia.  Bukan  penjarahan yang
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membabi buta untuk kepentingan sesaat seedlintir orang.
Agar visi  dapat  dicapai,  maka  perlu  ditetapkan  misi
pcmbangunan sebagai kerangka dasar penetapan strateS
dan  kebijaksanaannya.  Adapun   misi  tersebut  dapat
dirumuskan  sebagai berikut.  P4#z7er¢,  mengembangkan
kualit`as  SDM, baik secara institusional maupun dengan
mericiptakan lingkungan kemasyarakatan yang kondusif
untuk itu.

KCJz/#, memperlancar proses otonomi daerah sebagai
wujud desentralisasi proses pelaksanaan pembangunan.
Kc/zgiv,  mcnumbuhkan  prakarsa  masyarakat  dengan
mengedepankan  transparansi  proses  pelaksanaan
pcmbangunan,baikituperencanaan,pelaksanaan,maupun
Pengawasannya.   K€Gxp¢4  menciptakan  keterkaitan
fungsionaldanmutualismeantaramasyarakatdanindustri
yang ada  dan  dikembangkan di pfovinsi  RIau.  Kc/7.#¢,
mengembangkan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat
scbagal basis upaya pemberdayaan rakyat.

KGc#4727, memantapkan sistem hukum dan perundang-
undanganyangadildantidakmerfuhak.Kb/z//.z£4,menciptakan
ikliminvestasidanusahayangsehatdanbertanggungjawab.
Kec7e/¢4#,  memberdayakan pengelolaan mutu lingkungan
hidup /e#GfroAgre#/zz/ gz#4.giv er##4gGx#c#J/ secara langsung dan
melalui mekanisme pasar. TGrjzA4z.r, memantapkan stabititas
sosial  politik daerah  melalui  pendekatan budaya,  adat
istiadat,dandengrnmenguran§pendekatankeamanan.***
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